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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

1. Keberadaan perseroan komanditer yang belum mendaftarkan perseroannya 

melalui sistem administrasi badan usaha negara secara yuridis normatif 

perseroan tersebut harus masih dinyatakan eksis karena hukum tidak boleh 

berlaku surut sehingga pendaftaran yang dilakukan oleh perseroan komanditer 

ke kepaniteraan pengadilan negeri sesuai dengan yang diatur KUHD tersebut 

harus masih dinyatakan berlaku. Namun dalam praktek dilapangan perseroan 

komanditer yang belum melakukan pencatatan pendaftaran ke kementerian 

hukum dan hak asasi manusia melalui sistem administrasi badan usaha seperti 

yang diatur dalam Pasal 23 PERMENKUMHAM Nomor 17 Tahun 2018 akan 

mendapatkan hambatan dalam hubungannya dengan urusan perbankan dan 

pihak ketiga dikarenakan perseroan komanditer tersebut tidak memiliki Surat 

Keterangan Terdaftar yang haynya bisa didapatkan apabila perseroan 

komanditer tersebut melakukan pencatatan pendaftaran ke kementerian 

hukum dan hak asasi manusia melalui sistem administrasi badan usaha. 

2. Dalam PERMENKUMHAM Nomor 17 Tahun 2018 tidak terdapat 

pengaturan mengenai akibat hukum yang terjadi apabila perseroan 

komanditer yang telah berdiri sebelum PERMENKUMHAM Nomor 17 

Tahun 2018 diberlakukan tidak mendaftarkan perusahaannya dalam sistem 

administrasi badan usaha. Dengan demikian, apabila proses pendaftaran 
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Perseroan Komanditer melalui sistem administrasi badan usaha negara 

sebagaimana dimaksud PERMENKUMHAM Nomor 17 Tahun 2018 tidak 

terpenuhi, maka Perseroan Komanditer yang bersangkutan tidak dapat 

memperoleh Surat Keterangan Terdaftar  (SKT). Maka akibat hukum yang 

timbul adalah sesuai dengan Pasal 29 KUHD yang mengatakan bahwa selama 

pendaftaran dan pengumuman belum terjadi, maka perseroan firma itu 

terhadap pihak ketiga dianggap sebagai perseroan umum untuk segala urusan, 

dianggap didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan dan dianggap tiada 

seorang persero pun yang dilarang melakukan hak untuk bertindak dan 

bertanda tangan untuk firma itu. 

5.2 Saran 

1. Perlu adanya peraturan yang mengaskan mengenai dihapusnya ketenetuan 

Pasal 23 KUHD terkait dengan pergeseran kewenangan pengesahan akta 

pendirian perseroan komanditer yang semula dilakukan oleh Kepaniteraan 

Pengadilan Negeri setempat menjadi dilakukan oleh Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia. 

2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu perlu melakukan sosialisasi 

terkait sistem pendaftaran berbasis elektronik karena banyak pelaku usaha, 

khususnya pemilik persekutuan komanditer, persekutuan firma dan 

persekutuan perdata yang belum mengetahui adanya aturan baru tersebut. 
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